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PUTUSAN
Nomor 745/Pdt.G/2023/PA.Gdt
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Peneliti, tempat kediaman di Pesawaran, Lampung, dalam hal
ini memberikan kuasa khusus kepada Desca Bari Nurjanah,
S.H., Advokat yang berkantor di Law Office And Legal
Consultant Mam Caca And Partners yang Jalan Raya
Margodadi, Margorejo RT 05 RW 02 Kelurahan Margodadi
Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Lampung, Kode
Pos: 35376, dengan domisili elektronik
mamcacaandpartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gedong Tataan dengan Nomor 488/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal
16 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Pesawaran, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada
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tanggal 16 November 2023 dengan register perkara  Nomor
745/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad
nikah pada hari Rabu, 31 Mei 2006, Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Kedondong, Kabupaten Lampung Selatan,
sebagaimana tertulis dalam Kutipan Buku Nikah Nomor: xxx/07/V/2006,
pada tanggal 01 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah bersama pemberian
orang tua Penggugat di Sinar Harapan, RT/RW 001/001 Kelurahan Sinar
Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, Lampung;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri
dengan baik, dan telah berhubungan badan (Ba'da Dukhul) dan telah
dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK, Tempat, Tanggal Lahir, Sinar
Harapan, 29-03-2007, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4, Bahwa pada Bulan Juli 2009 Penggugat pergi bekerja ke Luar
Negeri di Singapura atas izin dari Tergugat sampai dengan Bulan Juli 2011
dan Tergugat pergi bekerja di Bandar Lampung yang saat ini menjadi
tempat kediamannya di - Kota Bandar Lampung, namun Tergugat sering
pulang untuk menjenguk anaknya di rumah bibi Tergugat yang bernama
Yeni tidak jauh dari alamat rumah Penggugat di - Pesawaran;
5. Bahwa sejak Bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan terkait ekonomi dan nafkah dan Penggugat pergi bekerja
lagi ke Luar Negeri di Hongkong sejak Bulan Maret 2012 hingga kembali ke
Indonesia di Bulan Oktober 2023, dan Tergugat kembali bekerja di - Kota
Bandar Lampung;
6. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan keberangkatan Penggugat bekerja ke
Luar Negeri, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan memutus

komunikasi dengan Penggugat;
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7. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang sulit didamaikan sejak Bulan Juli 2011;
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran
tersebut adalah:
- Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah, sehingga
untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari Penggugat harus bekerja;
- Tergugat memiliki sikap egois, dan tidak mau mendengarkan
nasehat dan masukan dari Penggugat;
- Tergugat memutus kabar dan atau komunikasi dengan Penggugat
selama Penggugat bekerja di Luar Negeri di Hongkong;
- Tergugat tidak pernah menemui dan berbicara kepada Penggugat
walaupun Penggugat sudah di Indonesia;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Juni 2012;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus berlanjut, yang di sebabkan karena Tergugat kurang
bertanggungjawab perihal nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan
sehar-hari Penggugat harus bekerja, Tergugat memiliki sikap egois, dan
tidak mau mendengarkan nasehat dan masukan dari Penggugat; Tergugat
memutus kabar dan atau komunikasi dengan Penggugat selama Penggugat
bekerja di Luar Negeri di Hongkong, Tergugat tidak pernah menemui dan
berbicara kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah di Indonesia;
11. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada
Bulan Juni 2012 sampai sekarang sudah kurang lebih 11 tahun 4 bulan,
maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya
karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda
untuk nafkah Penggugat;
12. Bahwa Penggugat dan Keluarga telah berupaya mengatasi

masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan
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musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak
berhasil;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka
Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang
timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai putusan sesuai dengan pendapatnya, maka

saya mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex auquo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasanya
kepada Desca Bari Nurjanah, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor
488/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 16 November 2023, Hakim telah memeriksa
identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili
kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
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dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk
mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat,
selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya memberikan perbaikan surat gugatan
secara tertulis, sebagaimana dalam berita acara perkara aquo;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Psawaran tanggal 30 Oktober
2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P.1;
b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedondong Kabupaten
Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor xxx/07/V/2006 Tanggal 01 Juni
2006. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup,
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim
diberi tanda P.2;
2. Bukti Saksi
Saksi 1, SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

adik kandung Penggugat, bahwa Tergugat biasa dipanggil -;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat kemudian pada tahun 2009 atas izin
Tergugat, Penggugat pergi ke Singapura kemudian pada tahun 2011
Penggugat pulang dan pada tahun 2012, Penggugat kembali berangkat
ke Hongkong sedangkan selama Penggugat bekerja di luar negeri,
Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini
anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak pertengahan tahun 2011,

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat selain itu Tergugat juga bersikap egois tidak mau
menerima nasehat dari orang lain serta tidak mau tahu kebutuhan utama
anak;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar selain itu Penggugat juga pernah menceritakan perihal rumah
tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi
hanya cekcok saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan putus
komunikasi sejak bulan Juni 2012 yang sampai sekarang telah berjalan
lebih kurang 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah bahkan selama
membina rumah tangga Penggugat yang mencari nafkah termasuk
nafkah untuk anak;
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- Bahwa yang saksi ketahui sebelum maupun sesudah berpisah pihak
keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil bahkan pada saat upaya damai yang kedua, Tergugat tidak
mau datang;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, SAKSI Il, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
keponakan Penggugat yakni ayah saksi yang memiliki hubungan sepupu
dengan Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui selama membina rumah tangga Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah itu
pada tahun 2009 Penggugat ke luar negeri kemudian pada tahun 2011
Penggugat pulang dan pada tahun 2012, Penggugat kembali berangkat
ke Hongkong sedangkan selama Penggugat bekerja di luar negeri,
Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ni
anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa yang saksi letahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2011,

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat bekerja ke luar negeri
untuk mencari nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui perihal rumah tangga Penggugat dari cerita
Penggugat;
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- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi
hanya cekcok saja;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak tahun 2014 antara Penggugat dan
Tergugat sudah putus berkomunikasi hingga sekarang sudah berjalan 9
(sembilan) tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah bahkan selama
ini yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga adalah
Penggugat dengan bekerja di luar negeri;

- Bahwa yang saksi ketahui pihak keluarga pernah ada upaya untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena
upaya rukun yang terakhir Tergugat tidak datang dan Penggugat tetap
ingin bercerai;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak
yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong
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Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara
Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal
73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu
pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai
dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat
merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat
menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam
perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan
Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat,
sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aquo, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para
pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf
(b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
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maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan
sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan
sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 Reglement
op de Rechtsvordering (Rv), perubahan gugatan atau permohonan dapat
dilakukan sampai sebelum perkara diputus, dan perubahan gugatan dimaksud
sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga untuk itu maksud Penggugat
mengajukan perubahan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah,
sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari Penggugat harus bekerja,
Tergugat memiliki sikap egois, dan tidak mau mendengarkan nasehat dan
masukan dari Penggugat, Tergugat memutus kabar dan atau komunikasi
dengan Penggugat selama Penggugat bekerja di Luar Negeri di Hongkong dan
Tergugat tidak pernah menemui dan berbicara kepada Penggugat walaupun
Penggugat sudah di Indonesia sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah
tempat kediaman selama kurang lebih 12 tahun 1 bulan sampai sekarang, dan
selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, hamun karena
perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk
membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti
yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang
dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig
en bindende bewijskracht), Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai
alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa
daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal
40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan
Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan
berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik
yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht), Hakim berpendapat bukti P.2 dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula
dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan
pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan
Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi
saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide
Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut
dapat diterima dan harus didengar keterangannya;
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Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan
pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,
dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai
dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian
saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga
keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup
mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan
yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,
ternyata saksi pertama dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan
akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal
antara Penggugat dan Tergugat; Sedangkan saksi kedua, hanya dapat
menjelaskan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak
saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta
saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan
terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan
untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung
RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa
perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg)
mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan
saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi
ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang
terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan
Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang
terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat
tentang sengketa dalam rumah tangganya;
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti
tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta—fakta
hukum sebagai berikut:

1.Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;

2.Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
telah dikaruniai seorang anak;

4.Bahwa sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena
sering berselisih dan bertengkar;

5.Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6.Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi
berkomunikasi sejak tahun 2014 dan selama itu pula keduanya tidak pernah
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

7.Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah
berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya
musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah
sampai pada kondisi pecah (broken marriage) sehingga rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi
(onheel baar tweespalt) dalam membina rumah tangga sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah,
mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21,
telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga
maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat
tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan
bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap
Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fighu as-Sunnah juz Il halaman 29 yang
dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

2ol Blijel gl azg )l aisn wiolall 5al algss casi lilg
woldll jagg lghio sis & pisall plgs aro gllay J sladll olSg
aita| adll lgallo login gllalll s

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari
pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang
menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka
Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap
maslahat, sesuai dengan Qoidah Figiyah yang dijadikan sebagai pendapat

Hakim sebagai berikut:

mllaal) s o adie duliall ¢
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“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa “Dalam upaya
mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar
perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/ istri tidak
melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan
jika terbukti suamifistri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12
(dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri
berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal
selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan fakta bawah
antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9
(sembilan) tahun maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan
suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai
Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugro
Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan
berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat
sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nusra Dwi
Purnama, S.H.l.,, M.H.l. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim,
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Nusra Dwi Purnama, S.H.l., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp  30.000,00

- Biaya Proses Rp 75.000,00

- PanggilanRp 54.000,00

- PNBP Panggilan Rp 20.000,00
- Redaksi Rp  10.000,00

- Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
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